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PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG

PENINGKATAN PENGAWASAN UNTUK KEGIATAN USAHA YANG BERPOTENSI
MENIMBULKAN KERAWANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa Daerah dalam hal ini adalah Kota Probolinggo menurut

ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
merupakan Daerah Otonom sehingga diberikan wewenang untuk
mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf
a termasuk diantaranya adalah wewenang untuk melakukan
tindakan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat,
dengan salah satunya adalah membatasi kegiatan usaha yang ada
di wilayah Kota Probolinggo yang berpotensi menimbulkan
kerawanan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

bahwa dengan  berpedoman pada  Azas-Azas Umum
Pemerintahan yang Baik, serta memperhatikan dampak buruk
dari penyelenggaraan usaha yang berpotensi menimbulkan
kerawanan ketentraman dan ketertiban, maka perlu dimbil
kebijakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan

usaha dimaksud;



Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan
Walikota tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Kegiatan
Usaha Yang Berpotensi Menimbulkan Kerawanan Ketentraman

Dan Ketertiban Masyarakat;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 tahun 2010 tentang
Izin Hiburan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 tahun 2015 tentang
Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan
Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 15);



8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 tahun 2015 tentang
Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha tempat Hiburan
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);

9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 42 tahun 2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo
Nomor 9 tahun 2010 tentang Izin Hiburan (Berita Daerah Kota

Probolinggo Tahun 2015 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINGKATAN PENGAWASAN
KEGIATAN USAHA YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN
KERAWANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.

Pasal 1
Dengan Peraturan Wali Kota ini, maka dilakukan upaya-upaya peningkatan
pengawasan terhadap usaha yang dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan

ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Probolinggo.

Pasal 2
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota
Probolinggo beserta Tim Pertimbangan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan
melakukan evaluasi terhadap perizinan semua usaha yang berada di wilayah Kota
Probolinggo yang berpotensi menimbulkan kerawanan ketentraman dan ketertiban

masyarakat.

Pasal 3
Terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan kerawanan ketentraman
dan ketertiban masyarakat, maka akan diambil tindakan-tindakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan
yang Baik demi terciptanya suasana Kota Probolinggo yang aman, kondusif dan

terkendali.

Pasal 4
Untuk selanjutnya Tim Pertimbangan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan
pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Peraturan Wali

Kota ini.



Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 April 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014




